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TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengal
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan

Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahur
2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalan

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahar
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
dan ayat {2) Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Lembaran Negara




10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahai
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700});

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
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12.

13.
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15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4826j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056});
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19.

20,

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 -tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);



24,

25,

26.
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28.

29.

30.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20135 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 2036};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114];

Peraturan Menteri Dalam:Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);



Menetapkan

32,

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178}; '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

" Tahun 2019-2024 {Lembaran Daerah Provinsi Jawa

35.

36.

37.

38.

Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10j);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susun
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN

NGAWI TAHUN 2021-2026.




Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap
tahunnya.

Pasal 3

{1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun denge
sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b.BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

c. BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
d. BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

e. BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
f. BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

g BAB VIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
h.BAB VIII : PENUTUP



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
5‘#1{_!.'-121 ranggal g@ye{cmbtf

4

306"

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3.6 Sep4cm bir A03}

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

S
- : : -IlllllllLF:i‘; V\

MORKH. SODPI) TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR \4 ¢



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI]
TAHUN 2021 - 2026

Disusun oleh :

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NGAWI
2021




KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya
sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen
daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana
tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan
pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah
maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas
bagi pembangunan daerah. Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan
Yang Maha Esa karena atas kehendak-NYA, sehingga pada akhirnya dapat
tersusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan
jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
rencana kerja pemerintah daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
tahun 2021 - 2026. Diawali dengan perencanaan yang matang maka pada
akhirnya sangat diharapkan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang
direncanakan, sechingga antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang
diperoleh dari setiap kegiatan dapat sinkron dan berjalan dengan baik dan
benar.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi
maupun redaksinya, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan
yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah di masa mendatang.



Pada akhirnya, besar harapan kami mudah-mudahan dokumen Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi
Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Ngawi, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATJKA, STATISTIK DAN




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

1.3. Maksud dan Tujuan.........ccccveaeereeses :
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Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan
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LAMPIRAN

PERATURAN BUFAT1 NGAWI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang harus
disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai
instrument untuk memberi arah tujuan dan sasaran organisasi yang akan
dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis adalah
awal dari akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak vyang
berkepentingan oleh karena itu penyusunan rencana strategis memerlukan
keterlibatan dari berhagai pihak yang berkepentingan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen




perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
komunikasi informatika,statistik dan persandian (sesuai dengan pasal 3
Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2021 ) yang ada dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Ngawi serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, Proses
penyusunan Renstra dimuiai dengan Surat Edaren Bupati
Nomor: 050/0406/404.203/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan
pembentukan tim penyusunan Renstra PD yang selanjutnya menyusun
rancangan renstra berdasarkan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah dan berpedoman pada rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 -
2026 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah dan Kesepakatan
bersama DPRD dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Bappeda untuk
menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan,
program dan kegiatan untuk diajukan kepada Bupati untuk memperoleh
pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 2 tahun 2015;

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Yang
Menegaskan Bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi urusan waiib
didaerah ;

Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan nasional ;

Permendagri No 15 tahun 2018 Tentang Pedoman PUG di Daerah i
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan Jjangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan;




19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
Dan Informatika ;

Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012
Nomor 19j);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi ;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 ;

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Peraturan Bupati No 5.1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender ;




32. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ngawi.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 — 2026 adalah :

1. Terciptanya sinkronisasi semua kegiatan pada masing-masing
bidang/bagian,;

2. Terciptanya sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang,
bagian maupun antar subbagian/subbidang;

3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan sumber daya
guna menunjang penyelesaian pekerjaan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah :

1. Untuk mensinkronkan/menyatukan semua kegiatan masing-masing
bidang/bagian dalam satu kesatuan yang utuh;

2. Untuk menciptakan sinergisitas/keterkaitan dalam pelaksanaan
kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing bidang/bagian;

3. Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan
sumber daya guna menunjang penyelesaian pekerjaan vang menjadi
tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 disusun dalam sistematika sebagai
berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renstra Dinas Komunikasi
Informatika,Statistik dan Persandian

1.2. Landasan Hukum
Merupakan uraian landasan hukum yang dipakai dalam
penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian

1.3. Maksud dan Tujuan



Menggambarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam
penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan
Persandian

1.4. Sistematika Penulisan
Menjelaskan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK

DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian

BAB [Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Propinsi Jawa Timur
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian

BABV STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR

BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,STATISTIK
DAN PERSANDIAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian

Guna menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan maka
diperlukan adanya suatu instansi yang secara khusus menangani
komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dalam hal ini, Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka

pengembangan otonomi daerah khususnya dalam pembinaan dan
pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di lingkup

Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas

Komunikasi dan Informatika diberi kewenangan penuh dalam mengelola

manajemen komunikasi informatika, statistik dan persandian serta Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar

hukum yang menjadi landasan pembentukan Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

2. Peraturan Bupati Ngawi No.17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian.

Tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
adalah  pembantuan dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian. Adapun vyang dimaksud mangjemen Komunikasi dan
Informatika adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban Komunikasi dan Informatika, yang meliputi perumusan



kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengelolaan
informasi dan komunikasi publik, nama domain dan sub domain, E-
Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi

Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi yaitu :

a.

peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian;
peningkatan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik;
peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematik;
peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik,
bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat
dan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan
Nasional dan Pemerintah Daerah;
pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan
layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup
Pemerintah Daerah;
pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelengggaraan
urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
pelaksanaan pembinaan, bimbingan tehnis dan supervisi urusan
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
pengoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  urusan komunikasi,
informatika, statistik dan persandian;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan
Keamanan Informasi;
pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diberikan kewenangan,
yaitu :



a. pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat,
pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;

b. pengelolaan komunikasi publik;

€. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart
City, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik
Government Chief Information Officer, pengembangan sumber daya
Teknologi Informasi Komunikasi;

d. pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang
terintegrasi;

€. pengelolaan infrastuktur, data center, layanan pengembangan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah
Daerah;

f.  pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai
walidata;

g pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;

h. pengelolaan tata kelola persandian; dan

i. pengelolaan keamanan informasi.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian sepert dalam lampiran berikut;
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Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
terdiri dari :

1) Kepala;

2) Sekretariat;

3) Bidang Informasi Komunikasi Publik;

4} Bidang Aplikasi Informatika;

5) Bidang Statistik;

6) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

7) Kelompok Jabatan Fungsional,

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-
masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian {Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam
lampiran).

Dengan telah diberikannya kewenangan penuh kepada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola
manajemen Komunikasi dan Informatika maka sangat diharapkan program-
program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar
sehingga akan tercipta manajemen Komunikasi dan Informatika yang handali,
profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan
informasi yang semakin berkembang dan maju. Agar tugas dan fungsi
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan dengan baik
dan lancar maka dalam pelaksanaannya dibagi dalam 1 {satu} Sekretariat dan
4 (empat) Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. koordinasi kegiatan;

b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran,

c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan;



d.

/A

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan
dokumentasi;

. penyelengaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

a
b.
(1)

(2}

Sub Bagian Umum; dan
Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga:
. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

om0 A O o p

.menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara;
i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh
Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;

¢. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.



Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan  pelaksanaan peningkatan
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai sarana
publikasi;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik, informasi
publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan
komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan
Pemerintah Daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan informasi publik,
hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi
publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah,;
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
penyelenggaraen di bidang penyelenggaraan informasi publik,
hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi
publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik yang mencakup
penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan
media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan
Nasional dan Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program dalam rangka
terwujudnya layanan e-Government dan pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang baik, layanan pengembangan dan



pelaksanaan kebijakan layanan penetapan standar format data,
metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data, Application
Programming Interface dalam mendukung layanan serta peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas
data, interkonektivitas data, Application Programming Interface dalam
mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia sebagai walidata;

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di layanan penetapan standar format data, metadata,
interoperabilitas data, interkonektivitas data, Application Programming
Interface dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia sebagai walidata;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang
Statistik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan bidang tugasnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka
penyelenggaraan keamanan informasi e-Government;

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Persandian dan
Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Kemanan
Informasi;

pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan
Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Kemanan Informasi;
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang Persandian dan Keamanan Informasi:

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;



pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi Smart City,
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan tata kelola,
pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastuktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi
informatika dan layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi
informatika dan layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

€. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan
layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup
Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Aplikasi
Informatika; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik
Bidang Statistik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka terwijudnya
standarisasi dan integrasi data statistik sektoral;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penetapan standar
format data, metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data,
Application Programming Interface dalam mendukung layanan serta
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;



f. pengelolaan informasi berklasifikasi;

g pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Persandian
dan Keamanan Informasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan bidang tugasnya.

2.2, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan informatika

Guna menunjang pencapaian tujuan kegiatan pada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka sangat diperlukan
adanya Sumber daya yang menjadi faktor yang mendukung yaitu :

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur
Aparatur yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian merupakan faktor yang sangat mendukung
dalam proses menjalankan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian yaitu melaksanakan manajemen komunikasi
dan informatika. Hal ini perlu diberdayakan agar dapat bekerja secara
optimal tetapi tetap memperhatikan potensi dan kemampuan yang
dimiliki oleh masing-masing individu.
Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dibagi dalam
bagian dan bidang dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas : 1 (satn) orang (L)
b. Sekretariat terdiri dari :
» Seckretaris : 1 (satu) orang (L)
» Kasubag Keuangan . 1 (satu) orang (P)
» Kasubag Umum : 1 {satu) orang (L)
Pelaksana pada Sekretariat : 7 (tujuh) orang

Terdiri dari 3 orang (P} dan 4 orang (L)

¢. Bidang Informasi Komunikasi Publik
»  Kabid Informasi Komunikasi Publik : 1 (satu) orang(L)
Pelaksana pada Bidang Informasi Komunikasi Publik: 5 (lima) orang



Terdiri dari 1 orang (P) dan 4 orang (L}
d. Bidang Aplikasi Informatika
»  Kabhid Aplikasi Informatika : 1 {(satu) orang (L)
Pelaksana pada Bidang Aplikasi Informatika : 6 (enam) orang
Terdiri dari 1 orang (P) dan 5 orang (L)
e. Bidang Statistik
» Kabid Statistik : 1 {satu) orang (L)
Pelaksana pada Bidang Statistik : 6 (enam) orang
Terdiri dari 2 orang (P) dan 4 orang (L)
f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
» Kabid Persandian dan Keamanan Informasi  : 1 (satu) orang {L)
Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi : 5 (lima)
orang , Terdiri dari 5 orang (L)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati
Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 bahwa pada Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian terdapat kelompok jabatan
fungsional teknis, yaitu 13 {orang) orang Persandian.

Adapun sumber daya manusia/aparatur yang ada pada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sejumlah 55 (lima
puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :

NO. URAIAN JUMILAH PROSENTASE

S-2 8 14,81 %

S-1 35 64,81 %

Tingkat D3 3 5,55 ::/6

1. Pendidil D2 1 1.85%
SLTA 6 37,25 %

SMP 1 11,11 %

SD - -

Gol. I 1 1,85 %

2. | Golongan Ruang | Gol. II 16 33,33 %
Gol. IIT 32 29,62 %




Gol. IV 5 9,25 %

3. [ Jenis relam Laki-laki 37 67,27 %
Perempuan i8 32,72 %

) Eselon II/b -

4. | Jenis Eselon Eselon Iii/a 1 1,85 %
Eselon Ifl/b 4 7,40 %

Eselon IV/a 15 27,77 %

Staf 34 62,96 %

Disamping itu, yang perlu diperhatikan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun. Adapun dalam jangka waktu
4 (empat) tahun yaitu 2017 s/d 2021 terdapat Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang
pensiun yaitu :

No. Tahun Jumlah Yang Keterangan
Pensiun (orang)

1 2017 2 EselonIV/a =1 orang
Staf = 1 orang |

2 2018 4 Eselon [V/a =2 orang
Staf = 2 orang

3 2019 1 Staf = 1 orang

+ 2020 3 Eselon [lI/b =1 orang
Staf = 2 orang

5 2021 1 Eselonll/b =1 orang
Staf = 1 orang

JUMLAH 11




Dengan mendasar pada gambaran umum terhadap Sumber Daya
Manusia pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
yang responsif gender, maka dapat diketahui potensi yang ada sehingga
dapat dioptimalkan semaksimal mungkin guna menunjang beban
pekerjaan yang ada. Disamping itu, juga dapat diprediksi terhadap
kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja yang ada, hal
ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang telah memasuki Batas

Usia Pensiun.

1. Sarana dan Prasarana

Disamping SDM/Aparatur, faktor pendukung yang lain dalam
menjalankan manajemen komunikasi dan informatika adalah sarana
dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai
maka sangat diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat
berjalan dengan baik dan lancar. Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian saat ini menempati gedung eks Dinas
Perikanan dan Peternakan. Adapun sarana dan prasarana yang ada
pada Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian sebagai

berikut :
NO. JENIS BARANG JUMLAH KONDISI
CUKUP RUSAK
BAIK

1. Meja kerja 31 31

2. Kursi Kerja 61 61

- Meja Pejabat 1 1

4, Kursi Pejabat 1 1

5. CPU 3 3

6. Monitor 5 5

7. Key Board 2 2

8. Mouse 1 1

9. Printer 2 2

10. | Laptop 1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan
Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan



Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan
pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian,
meliputi ;

a.

PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov Tata
Kelola TIK diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.a tahun 2018
tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1l.a tentang
SPBE dan Surat Edaran Sekretatriat Daerah Nomor
480/790/404.114/2019  tentang  Peningkatan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi dan Surat Edaran Sekretatriat Daerah ini
menjadi acuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi dalam pembangunan dan pengembangan TIK;

SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE), dimaksudkan untuk
mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan
secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan
system informasi;

INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi
keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi,
pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-
goverment dan layanan publik;

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT merupakan
upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis
kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah
dan menyebariuaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan

potensi wilayah sekitamya;
MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK / ON-LINE merupakan fasilitas akses
informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan

masyarakat melalui publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik
melalui media cetak, situs www.kominfo-ngawikab.go.id dan media
sosial Facebook, Instagram, Radio Suara Ngawi;

MAJALAH TRINIL DAN GALERI, merupakan sarana / media untuk
penyebartuasan informasi kepada masyarakat;



NGOPI BARENG ( NGOBROL PINTAR BARENG ), merupakan salah satu
kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik antara pimpinan
daerah dan masyarakat secara langsung dengan masyarakat sebagai
public sphere untuk menampung ide, gagasan, masukan dan keluhan
masyarakat secara interaktif. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era
keterbukaan informasi publik serta banyak memberikan manfaat bagi
masyarakat luas;
HELP DESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI, merupakan jenis
pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani
oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan
prosedure yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai
dengan SOPdalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja);
HELP DESK SP4N LAPOR merupakan jenis pelayanan pengaduan opini
dan aspirasi publik dari masyarakat dan akan diteruskan kepada pihak
yang berwenang menangani untuk segera ditindaklanjuti;
NGAWI COMMOND CENTER (NCC) merupakan pusat informasi bagi
Pemerintah Kabupaten Ngawi dan masyarakat untuk mendapatkan data
maupun informasi yang diperlukan untuk kelangsungan pemerintahan
dan layanan informasi publik maupun penyebaran informasi kepada
masyarakat yang bersifat umum dan khusus;
INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi
keterhubungan antar PD untuk mengintegrasikan, sistem informasi,
pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-
goverment dan layanan publik;
JASA POS DAN TELEKOMUNIKAS! merupakan kegiatan pelayanan,
pembinaan, pengawasan, telekomunikasi khususnya menara
Telekomunikasi di kabupaten ngawi;

Adapun pencapaian dan rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada

tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagaimana terlampir;



Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisas! Pendsnunan Pelayanan Diges Komunikasl den Informatlka

Kabupaten Ngawl

Angguran pade Tabuzn Realisasi Anggaran padu Raslo nptera Realisasi dun Hata-rata
ke- Tabun ke- Auggwran Tahun ke- Pertumbubian
No Uralan
i 2 a 4 5 i 2 & 4 s 1 2 a 4 ] Anggmran Renlisas|
1 () 3 4 L] Ll {7} %) L] 110§ 11) 13) 3 ! (14 115) (16} an {18) 19}
1 Pengembanpan 2.613.264.000 1.178.978.600 1.315.000.000) 1.194,900.900, 2.554,525.887 1.134.042.647 1.495,169. 150 1.137.028.000 97,75 ] 96,19 98,69 | 99,34 | 777.775.840 763.247.899
Layanan e-governiment
1. Pelayanan 3.858.510.000 4.640.000.000 53.568.425.000 3.653.866.000 4.511.572.951 5.403.353,000 #DIV/OI{ 94,70 | 97,23 | 97,04 | 2041684960 | 2.151.341.160
Peninglatan Teknologi
Informasi Komunikaasi
dan Persandian
| Pelayanan 3.098.834.250 1.393.066.400 1.550.0000.000 1.894.413.600) 2.439.165.588 1.304.431,733 1.539.830.900 1.8574.040.500/ 78,711 93,64 99,94 | 98,92 | 567.495.940 1.010,502.487
Pengermbangan
Komunikasi lnformasi
dan Media Massa
1 Polayanan Pengelolaan | 268.529.750 275,000,000 290.930.000 316.000.000) - 203.495.740 203.734.000 284.095,560 192.846.200)/ 75,78 9765 | 61,03 | 176.385.940 117.885.220
Layanapn Informasi
Publik dan Pengaduan
Masyaraknat




Tabel T-C.23
Pencapslan Kinerjs Pelayanan Dinss Komunikasl dan Informatika
Kebupaten Ngawl

Indikator Kinerja sesual Tugns
dan Fungsi Perengkat Dacrah

i

Target IKK

Target

Target Renstra Peranghkat Dasrah Tahun ke-

Realisas! Capaian Tabun ke-

Rasio Capsian pada Tahuo ke-

Iadikator

1
13016)

2
tann

3
{a018)

4
(2019}

s
{20209

{2016)

a017)

12018}

12019

(2016}

{(2017) | {3018) | (2019}

{2020)

(2)

13)

14

{9

7

9

{10}

i11)

t12)

(13)

{14

{15}

(16

{19)

nn (18)

120)

Persentase layanan e-
Government yang terintegrasi

20%

45%

7%

IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat /Standart Kepuasan
Masyarakat )

73

25%

5%

T0%

100%

74

74

61,3

62,24

63,107

76,15 |

125,00 100,00 100,00

11%,11

85,22 85,28

102,91 |

Persentape KIM yang
mengaplikasikan TTH ¢Ehm
aktivitasnya

23,81%

38, 10%

71,43%

42,86%

38,10%

52,38

IHK OUTCOME

Persentase Organisasi
Perangkat Dacrah (OPD} yang
terhnbung dengan akses
internet yang disediakan oleh
Dinas Kominfo

71,43%

180,01 100,00 100,00

100

100

97,87

100,00

Perscntase Layanan Publik

yang disclenggaraken sccara
ordine dan terintegrasi

Persemiase masyarakst yang
menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah dasrah
kabupaten/kota

Bersentase Organisssi
Perangkat Daerah (OPD) yang
menpgtunakan data statistik

fdalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah

100

100!

100,

100,

100

100

100

100

100

100

100

Fersentase OFD yang
mengguraitan data statistik
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah

100

100

100

100

100

Tingkat keamanan informasi
pemerintab

60,93

100




IEE OUTPUT

Pereentase peranghket daerah
yang terkoneksi di Jaringan
Intra Pemerintah atan
menggunakan akses internet
yang diamankan yang
disediakan oleh Dinas Kominfo

97,87

97 .87

100

Persentase perangkat dacrah
yang menggunakan akses
internet yang berkualitas yang
disediakan Dinas Kominfo

97,87

100

Tersedianya sistem elektronik
komunikas) intTa pemerineah
yang disediskan Dinas Kominfo
(berbasis suara, video, teks,
date dan sinyal lainnya)

dengan memanfastkan jaringan
intra. pemerintah

Persentase Kegiatan (event),
perangkat daerah dan
pelayanan publik pada
Femerintah Dacraf yang
dimanfaatkan secara daring
dengan memanfaatkan domain
dan sub domain instansl
Penyelenggara Negara scsuai

d 1 Peraturan Menteri
{Kominfo Nomor 5 Tahun 20135

100

100

100

Perseniiase perangiat daerah
yang memiliki portal dan situs
web yang sesuai standar

100,

100/

Ferseniase perangkat daerah
yang menglmplementasiican
layanan aplikasi umum dan
aplikasi khusus yang
ditetapkan sesuai dengsn
ketentuan perundang -
undangan

100

Persentase layanan SFEE
[layanan publik dan layanan
administrasi pemerintahan)
yang tercantum datam
dokumen proses bisnis yang
telah dilmplementasikan secara
elektronik

a4

93]

100y




Persentase layanan SPBE
{layanan publik dan layanan
adminisirasi pemerintahan)
yang memanfaatkan sertifiiat
elektronik

14

14

100

Persentase sistem elektronik

peraturan perundang-
undangan

yang terdaftar sesuai ketentuan]

100

Persentase layanan publik dan
layanan administrasi yang
terintegrasi dengan sistem
penghubung layanan
pemerintah

24

100

Persentane perangkat daerah
yang menggunakan layanan
pusat data pemerintah

1004

100/

100

Persentase perangiat daerah
yang menyimpan data di pusat
data pemerintah

100

100

100

Persentase perangkat dasrah
yang memperbaharui datanya
sesual siklus jenis dats (sesuai
renstra kominfo)

al

81

100

Perscntase data yang dapat

100

Fersentase perangkat daerah
yang mengimplementasi inovasi]
yang mendukung smart city

23]

23

100

Persentase ASN pengelola TIK
yang tersertifikasi
kompetensi di bawah
pengelolaan Dinas Kominfo

10

10

100

Tersedisanya peraturan dasrah
atau peraturan

kepala daerah terkait
implementasi egovernment

Persentase komunitas
masyarekat/ mitra strategis
pemerintah daerah provinsi
yang menyebarkan
infotmas) dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah
provinesi

100

100

100




Persentase konten informasi
terkait program dan
kzbijakan pemerintah provinsl
sesuai dengan strategi
komunikasi (STRAKOM)

100

100

100

Perscrtase diseminasi dan
layanan informasi publik yang
dilsksanakan sesuai dengan
|strategi komunikasi
(STARKOM) dan SOP vang telah
ditetapkan

100

0|

100

Tersedianya buku profil decrah

Jumlah survey statistik
sektoral yang dilaicukan

100

Jumlah kompilasi statistik
eelttoral yang dilaloakan

100

Jumtah survey statistik
sektoral yarig mendapat
rekomendasi BPS

Jumlah kompilasi statistik
sektoral yang mendapat
rekomendasi dr BPS

100

100

Persentase kelengitapan
metadata kegiatan statistik
sektoral

100

Persentase krlengkapan
mictadata variabel sektoral

w0

Persentase kegiatan straiegls
yang telah diamankan melalui
kegiatan pengamanan ainyal
dibanding banyaknya jumlah
kegiatan strategis yang harus
dimmanikan

100

100!

100

Persentase sistem elektronik
yang telah menerapkan pringip
siatemn manajemen vang telah
menerapka prinsip - prinsip
manajemen keamanan
informasi (SMEK!) dan atau
aplikesi persandian dibanding
jjumlah sistem elektronik yang
ada pada pemerintah dacrah

100

Persentase sistem
elektronik/asset informasi yang
telah diawdit dengan resiko
kategort rendah,

00

100

100

100

100




Persentase ttik yang
diamankan dibanding dengan
[jumlah selurul ttik pads
pemerintah {PHKS) yang
ditetapltan

100

100

100




Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian telah diuraikan dalam Tabel T-C 23, selama rentang waktu
2017 -~ 2021 sudah banyak membuahkan hasil dengan sudah tercapainya
beberapa indikator yang menjadi target capaian kinerja Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian dalam pencapaianya tidak ada
kesenjangan/gap pelayanan karena dari masing — masing bidang yang
menangani tupoksi komunikasi dan informatika saling berkaitan dan
berkesinambungan sehingga untuk mewujudkan layanan publik yang baik
harus tersedia layanan infrastruktur maupun sarana prasaran pendukung
yang memadai, seluruh pelayanan public baik yang terkait dengan
layanan e - government, layanan informasi komunikasi, layanan jasa
telekomunikasi, layanan media serta layanan pengaduan target telah
tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah
karena didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya
manusia yang handal, dengan analisis capaian kinerja yang sudah
tercapai ada beberapa potensi dan permasalahan pelayanan kinerja Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang harus lebih kita
tingkatkan kinerjanya terkait dengan keterbukaan informasi publik dan
pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rasio antara realisasi dan anggaran secara keseluruhan baik
karena realisasi hamper mendekati 100 %, di Tahun 2020 ada pencapaian
realisasi Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat
yang tidak bisa terlaksana keseluruhan dikarenakan rencana belanja
untuk replikasi aplikasi pengaduan masyarakat tidak bisa terserap
dikarenakan jenis aplikasinya umum dari Kementerian sehingga tidak bisa
direplikasi untuk pengembangannya, sehingga kedepannya bisa menjadi
bahan pertimbangan untuk pengalokasian pendanaan agar bisa lebih
diprioritaskan untuk pencapaian kinerja yang lebih urgent.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai
Tujuan dan Sasaran Renstra mulai tahun 2017 sampai dengan tahun
2021 yang mana prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur
terkait pembangunan jaringan Fiber Optik di 27 titik dan pembangunan
Data Center dalam rangka menunjang kelancaran ketersedian jaringan
Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk
meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik. Sesuai
kewenangannya maka untuk pengadaan Bandwidth untuk seluruh PD,



kecamatan, ruang publik dan pasar dalam ragka menunjang kelancaran
dalam pelayanan publik maka pengadaan Bandwidth semua dicukupi oleh
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam
pelayanan e — government sudah diterapkan sesuai manajemen SPBE
secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat
implementasi SPBE yang  terintegrasi meliputi ; integrasi
perencanaan,penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian,
integrasi data kearsipan,integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat
data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE agar menjadi lebih baik
lagi, selain itu juga telah disusun Dashboard eksekutif delam rangka
persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia, selain
itu juga penerapan sistem elektronik berbasis android dalam pemerintahan
dalam rangka pengelolaan layanan publik sesuai standart Ditahun 2021
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah
membangun Mini Command Center dan Call Center 112 dalam rangka
pelayanan terkait pengaduan darurat.



2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi
informatika, statistik dan persandian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

ks

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tuges kegiatan
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan

komunikasi, informasi dan media;

. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa;

- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;
. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;
- Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang

baik;

. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan

Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan
pelayanan TIK yaitu :

T oM AL N e
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Tantangan :
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasipublik;

Pesatnya perkembangan TIK;

Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;

Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
Data yang tidak akurat dan terpercaya;

Kesenjangan informasi di masyarakat;

Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo

Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh
PerangkatDaerah

Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

Kebutuhan pengembangan SPBE

Tersedianya data sektoral

Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.




BAB I
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian terdapat beberapa permasalahan, antara lain :
1. Perlu kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan
pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
2. Belum terlaksananya pembinaan, bimbingan tehnis dan supervisi
mengenai pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
3. Perlu Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai
untuk Teknologi Informatika yang dibutuhkan.

4. Kecukupan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.

5. Perlu pendidikan dan pelatihan bagi ASN Dinas Komunikasi dan
Informatika untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja.

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan
faktor-faktor yang mempengarithinya disajikan pada Tabel T-B.35 dengan
format sebagaimana teriampir.



Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

(1)

(2)

(3)

(4)

Belum optimalnya pengelolaan
informasi dan komunikasi
publik di Kabupaten Ngawi’

Belum optimalnya pengelolaan dan layanan
informasi publik

Belum ada perumusan Kebijakan Teknis yang mengakomodir Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik

Kurangnya pemahaman masyafakat untuk melaporkan dan
menyampaikan aspirasi dan pengaduan

Belum ada penetapan agenda prioritas komunikasi peincrintah daerah

IBelum opﬁxt_la_ln_ya pengeiola—an dan ]:iya.nan

informasi publik

Belum terstruktur nya pengelolaan konten dan perencanaan media
komunikasi publik

Masih rendahnya kapasitas SDM dalam mér_lgelola konten dan
perencanaan media komunikasi publik

Masih rendahnya_ka_ﬁasitas SDM dalam mengelola media komunikasi |
publik

E:ngoptimalan peran radio sebagai saluran penyebaran informasi

Sarana dan prasarana peralatan radio yang sudah tidak layak

Belum Optimainya PPID Pembantu dalam menyajikan data informasi
publik di masing-masing OPD.




Belumada regulasi untuk juklak dan juknis pelaksanaan koordinasi |
komunikasi (Bakohumas)dan fungsinya untuk kegiatan publikasi,
promosi , peliputan, dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah dan
publik

Belum optimalnya pengelolaan dan layanan
informasi publik

Kurangnya pendampingan bagi masya.rakai pedesaan agar semakin
cerdas dalam memanfaatkan dunia digital secara baik dan benar

Pemberitaan dan—Brandjng yang harus selalu update

Masih mﬁdahnya kapasita; SDM dalam penguataﬁ_;umber daya -
komunikasi publik

Sarana dan prasarana belum sesuai Speé.iﬁkasi khusus dalam rangka |
penguatan kapasitas SDM

Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah
Berbasis Elektronik/Web

Tidak ada standar dalam

pengembangan aplikasi yang
terintegrasi

Aplikasi yang adai, tidak memiliki standar yang
sama, sehingga sulit untuk di integrasikan

Infrastruktur jaringan yang belum optimal

ﬁinimriyaEtegmsi pe_layanE i
administrasi Pemerintahan

Belum tersedia perturan daerah untuk juknis dan juklak, pelaksanaan
kerjasama publikasi dengan media dan banyaknya media yang masuk

i Minimnya Orientasi Layanan Publik yang Berbasis Elektronik

Kurang optimah?ya SDM dan sarana penunjang (peralatan) untuk
meningkatkan kualitas liputan dan dokumentasi liputan

Minimnya terjadinya Integrasi Aplikaéi dan Data Sistem Informasi
Pemkab.

_'f‘_o_pogra.ﬁ dan topologi wilayah menyebabkan Masih adanya wilayah
yang belum terjangkau infrastruktur jaringan TIK

Kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam mengalolzasﬂ{?n
infrastruktur TIK

Belum optimainya Tata Kelola SPBE

f{urahgnya peran APIP dalam Pengawasan Pelaksanaan SPBE




Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi
dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas
program kerja pembangunan sesuai visi misi
pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Tidak terintegrasinya aplikasi; berdampak pada besar kecilnya
anggaran TIK;

- Tidak dimilikinya dokumentasi arsitektur dan peta jalan SPBE yang
digunakan sebagai acuan pengembangan SPBE;

- Tidak ada komitmen bersama pengembangan SPBE antar unit;

'- Dokumen rencana induk tidak berkekuatan untuk di jalankan.

Belum optimalnya pengelolaan Data Centre dan Call Center

Masterplan Smart City Existing |
tidak sesuai dengan kebutuhan

" |Betum optimainya sistem komunikasi intra pemerintah daerah

-Minim_ﬁya integrasi pelayanan administrasi Pemerintahan

Kapasitas SDM belum sesuai
dengan kebutuhan

ﬁizﬁmnjrh tumbuhnya ekosistem Smart City _Kurangnya komitmen stakeholder terkait dalam imﬂlementasi Smart

Minimnya Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan
Evaluasi

City secara menyeluruh

Belum terwujudnya SDM TIK yang optimal

| i{urangnya komitmen stakeholder terkait dalam impleiﬁentasi Smart

___Rendahnya pem_ahaman tentang pemanfaatan TIK

Rendahnya pemahamauﬁ tentang pemanfaatan TIK

City secara menyeluruh

Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum|Standarisasi dan integrasi data statistik sektoral skala Kabupaten/Kota |

Pengetahuan akan GCIO kurang

Pelaksanaan mekanisme penjaminan kualitas data

6. _Masterp]an Smart City Exis tmg Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart _(ﬁy“
tidak sesuai dengan kebutuhan

7. |Kapasitas SDM belum sesuai |Belum terwdj_tidnya SDM TIK yang optimal
dengan kebutuhan

| Belum terwujudnya fungsi GCIO o
8. |Standar baku statistik sektoral
sesuai dengan standar baku

9. |Tata kelola statistik sektoral Masih rendahnya pengelolaan data administrasi
Skala Kabupaten/Kota

10. [Sumber Daya Manusia Ketersedinan kuantitas dan kualitas

beium memadai

SDM"éapacity Building terkait produk statistik, rule statistik, bisnis proses
statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang

statistik, diseminasi produk statistik sektoral skala Kabupaten/Kota




Rendahnya kepercayaﬁn pcngguna
terhadap Data Statistik Sektoral

data

Belum ada standart baku dan tidak sinkron

Lemah.nya‘ koordinasi antar OPD dan keterbukaan informasi belum
optimal

Belum optimainya manajemen kelembagaan statistik sektoral

Ketersediaan infrastruktur yang nienduku.ng
kegiatan statistik sektoral di pemerintah

kab/kota yang belum memadai

) Pengadaan infrastruktur yang mendukung icégiatan statistik daerah

Fungsi identifikasi kerentanan dan penilaian
risiko di bidang keamanan informasi belum
teriaksana secara efektif dan efisien

"Penge]olaan data belum dikoordinasikan secara terpadu

[Pembangunan dan penerapan fungsi identifikasi dan deteksi di bidang |
keamanan informasi

12, | BT&Tunftcijaminnya keamanan
informasi dalam e-governmet
13. |Keamanan informasi perlu

mengikuti perkembangan TIK
Yang sangat pesat memberi
peluang inovasi TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan

Fungsi proteksi di _biang kearmnanan informasi
belum terlaksana secara efektif dan efisien

Pembangunan dan penerapan fungsi proteksi di bidang keamanan
informasi

Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen
keamanan informasi p Pemerintah Daerahlola
dan manajemen keamanan informasi di lingkup
Pemerintah Daerah

Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana
urusan pemerintah bidang persandian belum
dilakukan sesuai ketentuan

Fungsi penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi
belum terlaksana secara efektif dan efisien

Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi p
Pemerintah Daerahlola dan manajemen keamanan informasi di lingkup
Pemerintah Daerah

Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber
daya manusia di bidang keamanan informasi

Belum optimalnya jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah




3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

e VISI
“SEMESTA BERENCANA”
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi vang mandiri, berakhlagq,
makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong
royong dalam bingkai NKRI”
MISI

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui
kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.

2. Mengembangkan perckonomian kerakyatan melalui kemudahan
investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah
lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi

3. Meningkatkan etos Kkerja dan integritas aparatur pemerintahan
guna memberikan pelayanan prima

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan
pembangunan yang berkesinambungan

5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budayva
lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Dari Visi dan Misi diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian ikut mengampu misi :

Misi ke-3 vaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur

pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Tujuannya yaitu : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya implementasi e -government dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik;

3. Mewujudkkan sistem data yang terintegrasi secara sistematik;

4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Prop.Jawa Timur.,



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2020-2024

VISI : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong

Rovong

MISI :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yangproduktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

1. Meningkatkan | 1.Meningkatnya | Menuntaskan 1. Mempercepat
penyediaan cakupan penyediaan penyelesaian
dan jaringan pita | internet cepat penyediaan internet
pemerataan lebar yang | dan berkualitas cepat dan berkualitas
infrastruktur cepat dan | di desa yang di daerah yang secara
TIK terjangkau; belum terlayani ekonomi kurang layak
berkualitas 2.Meningkatnya | termasuk lokasi bagi operator,
diseluruh cakupan layanan publik termasuk lokasi
wilayah wilauah vyang layanan publik;
Indonesia terlayani 2. Mempercepat

2. Mendorong penyiaran digitalisasi penyiaran
percepatan digital; (analog switch offf,
transformasi | 3.Meningkatnya untuk meraih digital
digital di 3 konektivitas dividend; dan
aspel, bisnis, layanan pos; 3. Farming dan
masyarakat 4. Terwujudnya refarming frekuensi
dan konektivitas untuk layanan internet
pemerintahan Next cepat dan berkualitas.
, yang | Generation  [Mendorong 1. Menata alokasi
ditunjang Broadband penerapan frekuensi untuk
oleh sumber Nasional; teknologi memenuhi kebutuhan
daya manusia | 5.Meningkatnya | perorientasi ke implementasi next
yang memiliki | pemanfaatan | gepan broadband (5G);




kompetensi
digital; dan

. Memperkuat
transparansi
informasi
publik
pengelolaan
komunikasi
publik

dan

spektrum
frekuensi radio
dan kualitas
pengelolaan
layanan publik
bidang pos |,
telekomunikas
i dan
informatika;

6. Meningkatnya
pemanfaatan
TIK  disektor
cekonomi dan
bisnis;

7. Terwujudnya
masyarakat
yang  cerdas
digital;

8. Dukungan
implementasi
digitalisasi
pemerintah

9. Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
informasi dan
komunikasi
publik;

10, Terwujudn
ya tata Kkelola
pemerintahan
yang baik.

2. Mengembangkan dan
mengimplementasikan
teknologi 5G nasional;

dan

3. Penyediaan  teknologi
pengendalian konten
di internet untuk

internet bersih dan

amari.

Mengembangkan
SDM talenta
digital dan
ekosistem

ekonomi digital

1. Mengakselerasi

kompetensi SDM
talenta digital dan
meningkatkan literasi
digital masyarakat;
dan
2. Mempercepat

transformasi digital
pada sektor-sektor

ekonomi dan bisnis.

Integrasi Pusat
Data Nasional

1. Mempercepat

pembangunandan

dan pemanfaatan Pusat Datd
transformasi Nasional menuju Satu
digital Data Indonesia; dan
pemerintahan 2. Mendukung percepatar
implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik {(SPBE}.
Mempercepat Mendorong penyelesaian
penyelesaian kebijakan dan regulasi

legislasi primer

terkait TIK baik Undang-

Undang, Perpres,
ataupun Peraturan
Menteri, meningkatkan
koordinasi dengan

pemangku




kepentingan terkait.
Melakukan Membangun pengelolaan
orkestrasi komunikasi publik yang
komunikasi efektif dan terorganisir;
publik dan
melibatkan Membangun tim yang
perangkat solid dan responsif dalam
pemerintah mengkonter hoaks dan
pusat diseminasikebijakan
dan daerah pemerintah.
Meningkatkan Mendorong inovasi
kualitas dalam manajemen
layanan internal antara lain
manajemen penerapan smart
internal services, dan inovasi

perencanaan

penganggaran,

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhtak Dengan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris [nklusif Melalui Kerja Bersama danSemangat Gotong

Royong”

MISI 3 : “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat
Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargaiprinsip Kebhinekaan”

Tujua Sasaran Strate Arah Kebijakan
n gl
Mewujudkan 1. Meningkatnya Meningkatkan sarana dan | Mengoptimalkan Kualitas
Transparansi, Akuntabilitas prasarana aparatur Dinas | KinerjaPelayanan Dinas
Akses KinerjaPerangkat | Kominfo Provinsi Jawa | Kominfo
dan Data Daerah Timur Provinsi Jawa Timur
Sektoral

dengan




Memanfaatkan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
dalam
Pelayanan
Publik

2. Meningkatnya 1.Meningkatkan Pengembangan konsep
Pemanfaatan pemberdayaan lembaga | pengelolaan komunikasi
Teknologi komunikasi publik dalam | publikyang efektif dalam
Informasi dan pelayanan hubungan | bentuk penyediaan
Komunikasi dalam | komunikasi pemerintah | informasi,

Transparansi, penyebarluasan informasi
Akses, dan
Interaktivitas pelayanan hubungan
Publik dan komunikasi
layanan 2.Mengembangkan smart | Mengoptimalkan regulasi
infrastruktur di Province yang didasari | Pengembangan dan
JawaTimur integrasi aplikasi dan | Pemanfaatan Smart

integrasi data Province

oleh Perangkat Daerah

3. Meningkatnya Meningkatkan Mengoptimalkan
ketersediaan pemanfaatan data statistik | Pemenuhan Ketersedianan
dokumen statistik | sektoral yang  akurat, | Data Statistik Sektoral
yang terpercaya akuniabel dan terpercaya | yang akurat, akuntabeldan

dan berkualitas

dengan berpedoman pada

terpercaya

4. Meningkatnya
Kepatuhan
PerangkatDaerah
terhadap
Kebijakan
Keamanan

Informasi

kebijakan Satu Data
Provinsi Jawa Timur
Meningkatkan kesadaran
keamanan informasi
kepada Perangkat Daerah
dilingkungan Pemprov.
Jawa Timur

Standart Keamanan
Informasi

bagi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemprov.
Jawa

Timur

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021 - 2026

VIS

: 7 SEMESTA BERENCANA ”

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan
berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

MISI

pelayanan prima

: Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan




Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningka | Meningkatn | eningkatkan sarana dan | Meningkatkan Kualitas Kinerja
tnya ya prasarana aparatur Dinas | Pelayanan Dinas Kominfo
Fapssis | TApleMEriR Kominfo Kabupaten Ngawi | Kabupaten Ngawi
tata i e "| 2. Meningkatkan pelayanan | Pengembangan konsep pengelolaan
kelola government publik dalam rangka | komunikasi publik yang efektif
PeingEint. adlain keterbukaan  informasi dalam bentuk penyediaan
han penyelengga puiblik melaluyi | informasi, penyebarluasan
raan pemberdayaan lembaga informasi dan pelayanan hubungan
pranet e komunikasi publik komunikasi
" $a) 3. Mengembangkan Sistem | Mengimplementasikan g -
pelpyenan Pemerintahan Berbasis | Government / SPBE
P Elektronik yang didasari
integrasi  aplikasi dan
integrasi data
Mewujudkka | Meningkatkan pemanfaatan Mengoptimalkan Pemenuhan
n sistem | data statistik sektoral yang | getersediaan Data Statistik
data  yang | akurat, akuntabel dan | gextoral yang akurat, akuntabel
terintegrasi | terpercaya dengan berpedoman | .. terpercaya
secara pada kebijakan Satu Data
sistematik Indonesia
Meningkatm | Meningkatkan kesadaran | grandart Keamanan Informasi bagi
Sd keamanan informasi kepada | perangkat Daerah dilingkungan
keamanan | Perangkat Daerah dilingkungan | pemerintah Daerah  Kabupaten
informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
pemerintah | Ngawi
daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdava saing berTmsig]




Misi dan Permasalahan Faktor

No Program Pelayanan Perangkat

Bupati dan Daerah Penghambat Pendorong

Wakil Bupati
terpilil

{1 (3) (4) (5)
(2}

Misi 3:
Meningkatkan
etos kerja dan

1 integritas
aparatur
pemerintahan

guna
memberikan

pelayanan prima

Program Prioritas :
1. Branding Negeri
Ngawi Ramah

2. Smart Village

Program - Belum optimalnya Belum adanya strategi | Tersusunnya agenda prioritas
Informasi pengelolaan dan komunikasi pemerintah | komunikasi pemerintah daerah
Komunikasi layanan informasi daerah yg merencanakan | Ada B0P yg jelas terkait
Publik publik mulai dari penyusunan { pengelolaan konten dan
-  Belum adanya agenda, framing isu, | perencanaan media komunikasi
manajemen isu pemilihan komunikator, | publik
pemerintah aiternatif channel (saiuran | Ada evaluasi dan monitoring
sehingga program media) dan monitoring | informasi dan penetapan agenda
dan kebijakan media. prioritas
pemerintah  lebih Akan diaktitkan lagi NGOPI
banyak BARENG
tersampaikan (Komunikasi publik
secara sporadis dan dikolaborasikan dengan serap
situasional alih-alih aspirasi) Bersama Bupat
terencana dan dan/atau Wakil Bupati
terukur sebagai wahana
mengkomunikasikan
kebijakan pemerintah
sekaligus menyerap aspirasi
masyarakat

Fasilitasi Penyusunan Daftar
Informasi Publik (DIP} masing-

masing OPD
Program - Rendahnya jumilah | - Belum optimalnya | - Komitmen Kepala Daerah
Aplikasi Perangkat Daerah pengelolaan dan | mendukungpeningkatan TIK
Informatilca yang terlayani pemanfaatan DataCenter | - Tersedianya perundangan
infrastruktur TIK - Ketersediaan yang mendasari regulasi
- Infrastruktur Infrastruktur TIK yang bidang Kominfo
jaringan yang belum belum merata - Pengembangan dan
optimal - Belum adanya Pemanfaatan Smart City oleh
mekanisme SOP Ruang Perangkat Daerah

- Penerapan SPBE bagi Komando
Layanan Internal | - Terbatasnya
Birokrasi dan sumberdava manusia
Layanan Publik Tidak TIK yang trampil dan
menjadi prioritas professional
program kerja | - Minimnya tumbuhnya




pembangunan sesuai

visi misi pada
Instansi
Pusat/Pemerintah

- Belum

terintegrasinya data
dan informasi OPD
yang memenuhi
standart Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

Belum optimainya
Tata Kelola SPBE
Belum terwujudnya
fungsi GCIO
Kurangnya Trust
{(kepercayaan) dari
Peranghkat Daerah
terhadap

ekosistem Smart City

- Minimnya Layanan
Publik dan Pemerintah
Berbasis Elektronik/Weh

- Belum optimalnya
pengembangan  aplikasi
TIK

pengembangan TIK B ) =
Program - Data yang tidak | - Belum optimainya | - Ketersediaan data statistik
Penyelengga akurat dan pengintergrasian sektoral
raan terpercaya karena sistem informasi dan data
Statistik tidak updating Perangkat Daerah
Selctoral - Kualitas dan | - Masth rendahnya
kuantitas data pengelolaan data '
statistik yang belum administrasi
sesuai dengan | - Ketersediaan kuantitas
standar baku dan kualitas SDM statistik
- Rendahnya di pemerintah
kepercayaan provinsi/kab/kota  yang
pengguna data belum memadai
terhadap Data
Statistik Sektoral
- Ketersediaan
infrastruktur  yang
mendukung kegiatan
statistik sektoral di
pemerintah kab/kota
yang belum memadai
Program Belum optimalnya | - Aplikasi yang telah Aplikasi yang akan
Penyelengga evaluasi secara dibangun oleh Perangkat dibangun oleh Perangkat
Taan berkala aplikasi yang Daerah masih  belum Daerah harus didampingi
Persandian telah dibangun oleh semua memenuhi oleh Dinas Komunikasi dan
untuk perangkat daerah standard keamanan Informatika agar aplikasi
Pengamana - Penataan dan sehingga memperbesar tersebut dapat memenuhi
n Informasi kedudukan peluang terjadinya standar keamananinformasi
organisasi pelaksana insiden keamanan Hubungan kerjasama yang
urusan pemerintah informasi baik dengan
bidang  persandian | - Fungsi proteksi di bidang instansi vertikal guna
belum dilakukan keamanan informasi peningkatan keamanan
sesuai ketentuan belum terlaksana secara informasi

Kurangnya kapasitas
dan kapabilitas
sumber daya
manusia di bidang
keamanan informasi

efektif dan efisien

- Lemahnya kebijakan tata
kelola dan manajemen
keamanan informasi di
lingkup Pemerintah

Daerah




3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor - faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengarithi

permasaiahan pelayanan perangkat daerah, dirumuskan sebagai berikut ;

1.

Sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung kelancaran tugas
kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan
komunikasi, informasi dan media;

Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa;

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;

Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;

. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang

baik;

. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan

Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.
Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan di masing — masing OPD.
Dengan memperhatikan faktor — faktor dari pelayanan perangkat

daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah
maka dapat ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut ;

10
2.

3.

Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah :
Keterbukaan Informasi Publik ;

Menciptakan masyarakat pedesaan yang sadar dan melek dunia digital
serta mampu menangkal berita hoax ;

Sistem Pemerintahan berbasis elektronik ;
Pengembangan dan Integrasi Aplikasi ;
Smart City ;

Masyarakat Digital Industri 4.0 ;
Government Chief Information Officer ;

Satu Data Indonesia ;

- Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan e-

government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan
mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (smart city);



11. Isu Gender, untuk menunjukkan KESENJANGAN antara laki2 dan
perempuan yg diperoleh dengan membandingkan kondisi sebenarnya
{(KONDISI SUBYEKTIF) terhadap kondisi yg diharapkan (KONDISI
NORMATIF).




BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian

A. Tujuan

Tujuan menggambarkan implementasi dari pernyataan misi yang
merupakan kondisi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan. Dengan
demikian, tujuan merupakan kerangka dan arah prioritas program dan
aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

Sesuai Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas
aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi menetapkan tujuan Strategis yaitu : Meningkatnya
kapasitas tata kelola pemerintahan
Pemerintahan yang bersih dan baik atau disebut Juga good governance
merupakan satu hal mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan
tercapainya Visi Kabupaten Ngawi. Tata pemerintahan yang baik memililki
ciri antara lain : Akuntabilitas, Keterbukaan dan transparan, Ketaatan
pada hukum, Komitmen kuat untuk bekerja demi kepentingan umum dan
bukan pada kelompok atau pribadi, Komitmen untuk mengikutsertakan
dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam setiap tahap-tahap pembangunan. Aparatur pemerintah yang
profesional yaitu mendorong pola pengembangan karier yang menuju
pada  pengembangan profesionalisme, pengembangan  standar
kompentensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur serta
memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan, penyampaian
informasi kepada masyarakat yang benar dan akurat yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kesetaraan gender yang merupakan suatu
kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara
dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-
hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segaia bidang kehidupan,
schingga diperlukan keadilan gender yang merupakan suatu upaya untuk
membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melaluj kebijakan
dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-
hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan




dan laki-laki, pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang
sama bagi perempuan dan laki-laki,

B.Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan
dalam bentuk rencana tindakan yang harus dilakukan dalam kurun
waktu tertentu guna pencapaian tujuan dengan lebih menekankan pada
pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sesuai tujuan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
jaringan infrastruktur untuk pemenuhan komunikasi dan informatika di
Kabupaten Ngawi serta meningkatkan pelayanan publik yang baik, bersih
dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah
melalui peningkatan kinerja maka Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian menetapkan Sasaran Strategis vyaitu :

- Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dengan
indikator keberhasilan: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;

- Meningkatnya implementasi € -government dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator keberhasilan:
Cakupan layanan telekomunikasi;

- Mewujudkkan sistem data yang terintegrasi secara sistematik, dengan

indikator keberhasilan: Persentase sistem data statistik sektoral yang

terintegrasi;

- Meningkatmya keamanan informasi pemerintah daerah, dengan indikator

keberhasilan: Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan

informasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut ini;



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.25

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR
PADA TAHUN KE-
NO TUJUAN SASARAN TUJUAN / SASARAN
I 2 3 4 o 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) (9) (10}
.[JMeningkatnva - Indeks SPBE 3 3 25 4 4,5 3
kapasitas tata kelola
pemerintahan
Meningkatnya kualitas Nilai LHE AKIP Perangkat| 87,55 87,80 89.00 89,20 89,50 89,70
implementasi SAKIP Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatnya implementasi |Cakupan layanan 75% 80% 80% 80% 90% 100%
€ -government dalam telekomunikasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
Mewujudkkan sistem data |Persentase sistem data 53% 60% 65% 70% 75% 80%
yang terintegrasi secara statistik sektoral yang
sistematik terintegrasi
Meningkatmya keamanan 33% 60% 65% 70% 75% 80%
informasi pemerintah
daerah




BABV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) “ Meningkatkan etos kerja dan

integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima ”, maka
dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1.

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ;

Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi
publik melaiui pemberdayaan lembaga komunikasi publik ;

Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari
integrasi aplikasi dan integrasi data ;

Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel
dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia ;

Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari ke 5 (lima) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai

keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan
berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut ;

1.

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;

Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam
bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan
hubungan komunikasi;

Mengimplementasikan e —~ government / SPBE;

Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang
akurat, akuntabel dan terpercaya;

Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah Kab.Ngawi



Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan
menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan
identifikasi faktor lingkungan internal daneksternal sebagai berikut :

Faktor Internal
No Kekuatan (Strength) No Kelemahan (Weakness)
1. | Tersedianya Sumberdaya 1 Terbatasnya sumberdaya
Manusiayang cukup * | manusia yang trampil dan
profesional
N . R : Kurangnya kemampuan
2. | Tersedianya med1a informasi 2. | memberdayakan potensi informasi
dan  komunikasi  untuk dan komunikasi Masyarakat
didayagunakan
3. . Belum adanya mekanisme SOFP
Tersedianya anggaran. 3. RuangKomando
4. | Tersedianya sarana prasarana | 4 | pgelym optimalnya tata kelola Data
yang memadai
Center
e . Belum optimalnya pengembangan
Terbangunnya Smart City 5. aplikasi TIK
6. s ] Belum optimalnya pengintergrasian
Adanya regulasi bidang kominfo | 6. | o0 informasi  dan | data
Perangkat Daerah
7. | Ketersediaan Infrastruktur TIK
yvangbelum merata
Faktor Eksternal
No Peluang (Opportunitiesj No Ancaman (Threats)
1. | Komitmen Kepala Daerah | 1. | Globalisasi informasi yang
mendukungpeningkatan TIK berdampak pada keterbukaan
informasi publik
2. | Tersedianya perundangan 2. | Pesatnya perkembangan TIK
yvang mendasari regulasi
bidang Kominfo
(3. | Kebutuhan  peningkatan 3. | Semakin tingginya ]
kualitaspelayanan publik pemahaman masyarakat
terhadap TIK
4 Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Kurangnya Trust (kepercayaan) dari
* | Smart City oleh Perangkat * | Perangkat Daerah
Daerah terhadap
pengembangan TIK




5. | Program Kemenkominfo 5. | Semakin maraknya kejahatan siber
Indonesiabebas sinyal 2020

i Hubungan kerjasama yang 6. | Semakin tingginya informasi yang
" |baik dengan  instansi " | bersifathoax di masyarakat
vertikal guna

peningkatan keamanan informasi

7. | Ketersediaan data statistik 7. | Data yang tidak akurat dan
sektoral terpercayakarena tidak updating

8. | Kesadaran masyarakat 8.
akanpentingnya
informasi

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

% Peluang (Opportunities) : Ancaman (Threats) :
Faktor Eksternal | 1. Komitmen Kepala 1. Globalisasi
Daerah mendukung informasi yang
, peningkatan TIK berdampakpada
N, 2. Tersedianya keterbukaan
% : perundangan yang informasi publik
\ mendasari regulasi 2. Peslsilmya
bidang Kominfo perkembangan TIK
LY 3. Kebutuhan 3. Semqhn
LY peningkatan kualitas tingginya
L) pelayanan publik pemahamakgn
4. Pengembangan dan masygr t
, PemanfaatanSmart City ;fr adap TIK
Faktor Internal % oleh Perangkat Daerah 4 Kurangnya Trust
\| 5. Program kemenkominfo {kepercayaan) dari
Indonesiabebas sinyal grﬁ‘;gkat Daerah
2020 rnadap
6. Hubungan kerjasama pengembangan
yang baik dengan gch )
instansi vertikal guna 5. Semakin maraknya
- kejahatan siber
peningkatan keamanan 6 ‘Semakin
informasi tingginya
7. Tersedianya data statistik informasi yang
8 E::];t;c;:lran Be;retfathoo o
) masyarakat
masy Arakat Al 7. Data yang tidak
Pentmgnya akurat dan
e terpercayakarena
tidak updating




Kekuatan (Strength) :

1. Tersedianya
Sumber Daya
Manusia yang
cukup

2. Tersedianya media
informasi dan
komunikasiuntuk
didayagunakan

3. Tersedianya
anggaran

4. Tersedianya
sarana prasarana
yang memadai

5. Terbangunnya
smartCity

6. Adanya regulasi
bidangkominfo

Alternatif Strategi :

1. Meningkatkan sarana dan
prasarana aparatur Dinas
Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi

2. Meningkatkan pelayanan
publik dalam  rangka
keterbukaan informasi

publik melalui
pemberdavaan  lembaga
komunikasi publik

3. Mengembangkan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang didasari
integrasi  aplikasi dan
integrasi data

4, Meningkatkan
pemanfaatan data
statistik sektoral vang
akurat, akuntabel dan
terpercaya dengan
berpedoman pada
kebijakan Satu Data
Indonesia

5. Meningkatkan kesadaran
keamanan informasi
kepada Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ngawi

Alternatif Strateg :

1. Meningkatkan
kemampuan
mengintegrasikan
Sistem Informasi
dalam
mendukung
pendayagunaan
media informasi

2. Meningkatkan
kemampuan
mengintegrasikan
Sistem Informasi dan
Database dalam
mendukung
peningkatan kualitas
pelayanan publik

3. Memberdayakan
potensi
komunikasi
masyarakat
melalui
pendayagunaan
media informasi

4, Meningkatkan
diseminasi informasi
melalui
pendayagunaan
media informasi
untuk mengurangi
kesenjangan
informasi

5. Meningkatkan
pengembangan dan
pemanfaatan aplikasi
TIK dalam rangka
mengembangkan
muatan e-
governmentdan
kualitas pelayanan
publik

6. Memberdayakan
potensi komunikasi
masyarakat dalam
rangka
meningkatkan
kualitas pelayanan
publik




Kelemahan (Weakness) : | Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1. Terbatasnya 1. Mengoptimalkan SDM 1. Mengembangkan
sumberdaya dalam menghadapi sistem Informasi
manusia yang Globalisasi informasi dalam
trampil dan |2. Mengembangkan menghadapi
profesional kapasitas SDM globalisasi yang

2. Kurangnya aparatur dan berdampak
kemampuan masyarakat dalam pada
memberdayakan bidang Kominfo yang keterbukaan
potensi infromasi siap menghadapi . . .
dan komunikasi globalisasi dan |, ﬁ:‘:finmzﬁ;ti‘ghk
masyarakat keterbukaan informasi ’ pemberdayaan

3. Belum adanya 3. Meningkatkan kebutuhan :

g : potensi dan
mekanisme  SOP SDM untuk mengurangi lembaga
Ruang Komando Kesenjangan informasi di e i

4 Belum masyarakat masyarakat dal
optimalnya tata 4. Meningkatkan sarana menghadapi
kelola Data prasarana guna menunjang globalisasi o
Center kebutuhan Globalisasi il

5. Belum optimalnya informasi yang berdampak ikt
pengembangan pada keterbukaan 3. Meningkatkan
aplikasi TIK informasi publik ) kemampuan

6. Belum optimalnya | 5. Menyusun rencana Faf ;

. . , - potensi informasi
pengintergrasian induk Smart City masyarakat
sistem informasi dan | 6. Meningkatkan ey
data Perangkat kualitas SDM yang perac .
Daerah ada dengan Bimbingan kesei}langang
teknis bidang statistik I ficinaal
4. Meningkatkan
infrastruktur  TIK
yang menunjang
kebutuhan integrasi
sistem informasi dan
database dalam
rangkameningkatka
nkualitas pelayanan
publik
5. Meningkatkan
pemberdayaan
potensi  informasi
masyarakat dalam
menghadapi
globalisasi
informasi
6. Pengembangan dan
pemanfaatan Smart
City

Rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian tertuang dalam Tabel T-C.26 sebagai berikut;




Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlag, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan
dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKR]”

MISI Il _: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang

. Tujuan Sasaran Strategi ) Arah Kebijakan ]
Meningkatnya Meningkatnya kualitas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya|Meningkatkan pemahaman
kapasitas tata implementasi SAKIP Perangkat {yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten implementasi Reformasi Birokrasi dan
kelola Daerah Ngawi SAKIP dalam memberikan pelayanan
pemerintahan publik

' Meningkatnya implementasi ¢ - |Meningkatkan sarana den prasarana|Meningkatkan Kualitas Kinerja|

government dalam aparatur Dinas Kominfo Kabupaten|Pelayanan Dinas Keminfo Kabupaten
penyelenggaraan pemerintahan  |Ngawi Ngawi

dan pelayanan publik

Meningkatican pelayanan publik dalam|Pengembangan kensep  pengeloiaan
rangka keterbukean informasi publik|komunikasi publik yang efektif dalam
melalui pemberdayaan lembaga|bentuk penyediaan informasi,
komunikasi publik penyebarluasan informasi dan
pelayanan hubungan komunikasi

-FMcngembangkan Sistem Pemerintahan -Mmgimplementaxikan € Gmremmcnt7
Berbasis Elektronik yang didasari| SPBE
integrasi aplikasi dan integrasi data

idewujudklmn sistem data ynn_g Mengoptimalkan Pemenuhan
terintegrasi secara sistematik Ketersediaan Data Statistik Sektoral
yang akurat, akuntabel dan terpercaya

Meningkatmya keamanan _M_eni;gkatkan kesadaran keamanan Standart Keamanan Informasi bagi
informasi pemerintah daerah informasi kepada Perangkat Daerah Perangkat Daerah dilingloungan
dilingkungen Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

Eabupaten Ngawi




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rinci kebijakan yang menguraikan

langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mewujudkan dan
melaksanakan strategi. Program-program yang dilaksanakan Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

I.

ol

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

Program Informasi Komunikasi Publik ;

Program Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan  Statistik Sektoral ;

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian meliputi :

P i e

10.

11.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan  Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan
gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
capaian indikator setiap tahunnnya.




C. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
adalah PNS Kabupaten Ngawi, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan
pendanaan indikatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ngawi, Rencana Program dan  kegiatan yang akan
dilaksanakan Tahun 2021 - 2026 oleh Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah sebagaimana pada tabel
T-C-27 sebagaimana terlampir ;
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan perangkat
daerah penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan ;
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Indikator Kinerja Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada RPJMD Kabupaten
Ngawi yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021
— 2026 diuraikan di Tabel T-C. 28 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja

d . i d Kondisi
padx ;g?MIE;enO o Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada

No Indikator akhir

(2020) ==
h Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 s
Tahun 0 oo RPIMD
2021 (2022) (2023} (2024) (2025) {2026}

(1) (2) (3) (4) (3) (6] (7) (8) (9) (10)
1|Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 86,87 87,558 87,80 89,00 89,20 89,50 89,70 89,70
2|Cakupan layanan telekomunikasi 74% 75% 80% 80% 80% 90% 100% 100%
3|Persentase sistem data statistik sektoral 539% 95% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

yang terintegrasi
4 Persentase penyelenggaraan persandian 53% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

untuk keamanan informasi




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman,
penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan
persandian. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yvang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian karena akan menentukan keberhasilan program dan
kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya
bukan hanyva sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial
merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan
sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Kaidah pelaksanaan
Rencana Strategis 2021 -~ 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana
Kerja tiap tahun.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -
2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan
yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya

good governance.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO




